
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1150, 2021 KEMENKEU. Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

dan Tata Cara Pengenaan. Penetapan Jenis 

Kendaraan Bermotor. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 141/PMK.010/2021 

TENTANG 

PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK 

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGENAAN, 

PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN 

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk mempercepat penurunan emisi gas buang 

yang bersumber dari kendaraan bermotor, dan untuk 

mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat 

energi dan ramah lingkungan, perlu melakukan 

penyesuaian kebijakan mengenai jenis kendaraan 

bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang 

mewah; 

b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor 

yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan 

Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

33/PMK.011/2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang 
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Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian 

Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah belum dapat menampung kebutuhan 

penyesuaian kebijakan sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah 

Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang 

Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang 

Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena 

Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan 

Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 

tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang 

Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata 

Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan 

Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

www.peraturan.go.id



2021, No.1150 
-3- 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4999); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang 

Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa 

Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6404) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang 

Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang 

Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6694); 
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7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1031); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN 

JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK 

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA 

PENGENAAN, PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN 

PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN 

ATAS BARANG MEWAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang 

selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah dan perubahannya. 

2. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN 

adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang PPN. 

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya 

disebut PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas 

penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah 

berdasarkan Undang-Undang PPN. 

4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
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perpajakan. 

5. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat PKP 

adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang 

Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang 

dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. 

6. Orang Pribadi atau Badan adalah orang pribadi atau 

badan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. 

7. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat 

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak 

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 

Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya. 

8. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara 

lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 

9. Daerah Pabean adalah wilayah Republik  Indonesia yang 

meliputi wilayah darat, perairan,  dan  ruang  udara  

diatasnya,  serta  tempat-tempat  tertentu  di  Zona 

Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di 

dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur 

mengenai kepabeanan. 

10. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang-Undang PPN. 

11. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, 

Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain 

yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak 

yang terutang. 

12. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua 

biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual 

karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk 

PPN yang dipungut dan potongan harga yang 

dicantumkan dalam Faktur Pajak. 

13. Nilai  Impor  adalah  nilai  berupa  uang  yang  menjadi  

dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan 
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